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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 55 perusahaan yang melakukan Initial Public 

Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah tersebut menjadi pencatatan 

rekor IPO terbanyak dalam setahun sejak tahun 1992 

(https://investasi.kontan.co.id/). 

Grafik 1.1 

Jumlah Perusahaan IPO 2009-2018 
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Grafik 1.1 menunjukkan jumlah perusahaan yang melakukan IPO selama 

10 tahun terakhir, di mana jumlah paling banyak terjadi pada tahun 2018 yaitu 55 

perusahaan. Pencapaian jumlah IPO sebanyak itu karena adanya proses IPO yang 

dipermudah oleh BEI melalui perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan 

Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan 

Tercatat. Kemudahan ini dimulai dari penyederhanaan dokumen yang sebelumnya 

40 dokumen menjadi 15 dokumen, penyampaian permohonan IPO kepada BEI dan 

OJK dapat dilakukan secara bersamaan, dan penghapusan kewajiban penyampaian 

dokumen dalam bentuk hardcopy yang diganti menjadi softcopy 

(https://www.cnbcindonesia.com/). 

BEI berharap akan semakin banyak perusahaan yang melakukan IPO atau 

penawaran umum saham perdana yang ditandai dengan menjual sebagian saham 

perusahaan kepada publik dan mendaftarkan diri kepada BEI sehingga menjadi 

perusahaan go public (https://www.cnbcindonesia.com/). Syarat-syarat untuk 

menjadi perusahaan go public adalah: (1) berbentuk Perseroan Terbatas (PT), (2) 

memiliki Komisaris Independen, (3) memiliki Komite Audit, (4) sudah beroperasi 

selama kurang lebih 36 bulan, (5) memperoleh laba usah lebih dari satu tahun, (6) 

memiliki net tangible asset lebih dari Rp100 miliar, serta (7) laporan keuangan 

minimal tiga tahun yang sudah teraudit (https://gopublic.idx.co.id/). 

Laporan keuangan yang telah diaudit penting sebab perusahaan harus 

mempertanggungjawabkan isi laporan keuangan terkait kinerja mereka tidak hanya 

kepada pemegang saham namun juga masyarakat luas. Menurut International 

Accounting Standard Board (IASB) dalam Conceptual Framework for Financial 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20180920183600-17-34074/bei-relaksasi-aturan-proses-ipo-akan-lebih-cepat
https://www.cnbcindonesia.com/market/20181109125101-17-41373/rekor-dalam-setahun-lebih-50-perusahaan-ipo-pada-2018
https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/persyaratan/
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Reporting menyebutkan bahwa terdapat dua kualitas fundamental di dalam laporan 

keuangan yaitu relevan (relevance) dan representasi tepat (faithful representation) 

(Kieso et al., 2018). Jasa audit diperlukan untuk memastikan bahwa laporan 

keuangan entitas sudah memenuhi kedua kategori tersebut. Auditor merupakan 

pihak ketiga independen yang melakukan jasa audit, dan memastikan bagi para 

pengguna laporan keuangan bahwa isi di dalam laporan tersebut relevan dan 

representasi tepat. 

Audit adalah pengumpulan dan pengevaluasian dari bukti-bukti mengenai 

informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan (Arens et. al., 2017). Tujuan audit seperti 

yang tertuang dalam Standar Audit (SA) 200 adalah untuk meningkatkan keyakinan 

pengguna laporan keuangan dan hal tersebut dicapai melalui pernyataan suatu opini 

dari auditor terkait informasi yang ada dalam laporan keuangan. Opini yang 

dikeluarkan menunjukkan apakah laporan keuangan milik entitas telah bebas dari 

salah saji material dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

yang berlaku di Indonesia. 

SA 240 menyatakan kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kesalahan 

maupun kecurangan. Auditor harus mampu memperoleh bukti-bukti yang memadai 

dalam menilai laporan keuangan untuk mengetahui adanya salah saji atau tidak 

dengan jumlah yang material. Sebelum dilakukan audit atas suatu entitas, auditor 

harus terlebih dahulu membuat perencanaan pemeriksaan (audit plan). Salah satu 

hal terpenting dari audit plan adalah pertimbangan awal tentang tingkat materialitas 

untuk tujuan audit. 
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Dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan 

jaminan (guarantee) bagi pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan 

auditan adalah akurat. Hal tersebut karena auditor tidak memeriksa setiap transaksi 

yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua 

transaksi yang telah terjadi telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi 

secara semestinya ke dalam laporan keuangan. Apabila auditor diharuskan untuk 

memberikan jaminan mengenai keakuratan laporan keuangan auditan, hal ini tidak 

mungkin dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya. Oleh karena itu, 

dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan yang dilandasi 

oleh konsep materialitas. SA 320 menyatakan bahwa auditor menerapkan secara 

tepat konsep materialitas dalam merencanakan dan melaksanakan audit. 

Materialitas dalam Mulyadi (2014) adalah besarnya nilai yang dihilangkan 

atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, 

dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang 

yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya 

penghilangan atau salah saji itu. Seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh 

auditor agar salah saji dalam laporan keuangan tidak mempengaruhi para pengguna 

laporan keuangan ditunjukkan melalui konsep materialitas. Selain berdampak pada 

keputusan yang nantinya dibuat oleh pengguna, salah saji yang ada dalam laporan 

keuangan juga mempengaruhi auditor dalam menentukan pendapat apakah jumlah 

salah saji tersebut masih dalam kategori wajar dan dapat diterima atau tidak. 

Materialitas bersifat relatif bukan absolut karena standar akuntansi dan auditing 

tidak menyediakan pedoman khusus mengenai materialitas, sehingga auditor harus 
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menggunakan kehati-hatian profesionalnya (Ardianingsih, 2018). Dalam SA 320 

tertulis bahwa pertimbangan tingkat materialitas didasarkan pada pertimbangan 

profesional (professional judgment) dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang 

informasi apa yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. 

Materialitas adalah besarnya salah saji yang dengan memperhitungkan 

situasinya dapat menyebabkan perubahan pertimbangan orang yang menggunakan 

informasi tersebut. Oleh karena itu diperlukan ketelitian auditor dalam menilai 

laporan keuangan perusahaan apakah terdapat salah saji atau tidak. Apabila 

ditemukan kesalahan penyajian, auditor harus mengestimasi jumlah salah saji 

secara keseluruhan pada laporan keuangan kemudian membandingkan dengan nilai 

materialitas yang sebelumnya sudah ditetapkan pada saat perencanaan audit. 

Sampai dengan saat ini, tidak terdapat panduan resmi yang diterbitkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang ukuran kuantitatif materialitas. Berikut 

merupakan contoh pengukuran kuantitatif materialitas dalam praktik  

(Djaenal, 2018): 

1. Kondisi keuangan stabil, 5%-10% dari laba bersih sebelum pajak. 

2. Kondisi keuangan tidak stabil atau breakeven, 0,5%-1% dari pendapatan. 

3. Kondisi bisnis masih dalam tahap pengembangan, 0,5%-1% dari total aktiva. 

4. Kondisi klien mengalami kerugian berturut-turut dan mengalami masalah 

dengan likuiditas keuangan, 1%-5% dari total ekuitas. 

Materialitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan 

auditor tentang kecukupan bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas, 

semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Contoh, perusahaan A dengan kondisi 
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keuangan stabil dan laba bersih sebelum pajak untuk tahun buku terakhir adalah 

Rp200.000.000 dan auditor menetapkan tingkat materialitas sebesar 10% dari laba 

tersebut, berarti transaksi dengan nilai di bawah Rp20.000.000 dianggap tidak 

material. Berbeda apabila auditor menetapkan tingkat materialitas sebesar 5% dari 

laba bersih sebelum pajak, maka transaksi di bawah Rp10.000.000 baru dianggap 

tidak material. Semakin kecil tingkat materialitas yang ditetapkan maka auditor 

perlu memperoleh keyakinan yang memadai atas proses auditnya sehingga akan 

dilakukan pengecekan untuk transaksi dengan nilai yang kecil sekalipun. 

Dua akuntan publik Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny yang 

mengaudit SNP Finance dikenakan sanksi administrative oleh Menteri Keuangan. 

Akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul dianggap belum sepenuhnya 

menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal 

piutang pembiayaan. Keduanya juga tidak mampu memperoleh bukti yang cukup 

dan tepat atas akun pembiayaan piutang konsumen dan belum melaksanakan 

prosedur audit yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respon 

atas risiko kecurangan. SNP Finance diduga menambahkan, menggandakan, serta 

memalsukan daftar piutang (fiktif) dan hal tersebut tidak terdeteksi oleh kedua 

auditor. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakwajaran dalam laporan 

keuangan SNP Finance yaitu dari total aset senilai Rp1,15 triliun sebanyak Rp1,13 

triliun didominasi oleh akun piutang, dan Rp543,40 miliar merupakan piutang lebih 

dari lima tahun. Dalam laporan keuangan yang mengandung salah saji material 

tersebut, auditor tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Kesalahan dalam pemberian opini tersebut juga mengakibatkan kesalahan 



7 
 

penyerapan informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan, seperti 

dalam kasus ini Bank Mandiri yang mempertanyakan kondisi keuangan SNP 

Finance yang terlihat wajar namun pada kenyataannya tidak mampu membayar 

utang. (CNN Indonesia dan Kontan, 2018) 

Oleh karena itu, dalam merencanakan audit auditor harus menetapkan 

tingkat materialitas dengan tepat sehingga prosedur yang dilaksanakan untuk 

pemerolehan bukti audit juga tepat, dan tidak terjadi kesalahan dalam pemberian 

opini. Terdapat beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi pertimbangan 

tingkat materialitas oleh auditor yaitu profesionalisme, etika profesi, atas risiko 

audit, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan independensi auditor. 

Faktor pertama yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas 

adalah profesionalisme. Profesional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Dalam hal 

ini berarti auditor diwajibkan untuk memiliki kepandaian atau pemahaman 

mengenai laporan keuangan dan cara mengaudit. Auditor sebagai seorang 

profesional harus menyadari adanya tanggung jawab kepada publik, klien, dan 

rekan seprofesi. Indikator untuk profesionalisme terdiri dari pengabdian pada 

profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap aturan profesi, dan 

hubungan dengan sesama profesi. Seorang auditor yang mengabdi pada profesinya 

akan memahami betapa pentingnya peranan profesi auditor bagi masyarakat. 

Auditor yang profesional tidak lupa untuk menjaga hubungan dengan teman 

seprofesi serta di dalam pelaksanaan audit auditor akan selalu mengacu pada 

standar yang berlaku dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun, sehingga 
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nantinya dapat mempertimbangkan tingkat materialitas dengan tepat berdasarkan 

estimasi total kekeliruan yang ada dalam laporan keuangan secara segmen dan 

gabungan. Jadi, semakin profesional seorang auditor maka pertimbangan tingkat 

materialitas yang ditetapkan akan semakin tepat. Hal ini dibuktikan pada penelitian 

Idawati dan Gunawan (2016), yang menyatakan bahwa profesionalisme 

berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun berbeda 

dengan penelitian Yanti, Savitri, & Andreas (2016), yang menyatakan bahwa 

profesionalisme tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Faktor kedua yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas 

adalah etika profesi. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bersikap mengacu 

pada standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 

dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode etik diterapkan oleh profesi-profesi 

yang memberikan layanan jasa kepada masyarakat secara luas, akuntan publik juga 

kerap menetapkan prinsip dasar etika bagi profesi akuntan publik. Tanpa mematuhi 

etika profesi, profesi akuntan yang menjadi penyedia informasi untuk proses 

pembuatan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan tidak akan berfungsi. 

Indikator untuk etika profesi terdiri dari kepribadian, kecakapan profesional, 

tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, serta penafsiran dan penyempurnaan kode 

etik. Auditor yang berpegang teguh pada etika profesi akan bertanggung jawab 

dalam setiap penugasan yang dilakukan dan melaksanakan kode etik untuk 

menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Karakter seorang auditor yang meyakini 

aturan-aturan di dalam kode etik akan tercermin melalui kesadarannya untuk tetap 

meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam bidang audit sehingga auditor dapat 
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menetapkan tingkat materialitas dengan tepat berdasarkan estimasi total kekeliruan 

yang ada dalam laporan keuangan secara segmen dan gabungan. Jadi, semakin 

seorang auditor berpegang teguh pada etika profesi maka pertimbangan tingkat 

materialitas yang ditetapkan akan semakin tepat. Hal ini dibuktikan dalam 

penelitian Idawati & Gunawan (2016), yang menyatakan bahwa etika profesi 

berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun berbeda 

dengan penelitian Herawaty & Mansur (2016), yang menyatakan bahwa etika 

profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi auditor dalam mempertimbangkan 

tingkat materialitas adalah risiko audit. Risiko audit adalah risiko di mana auditor 

tidak memodifikasi pendapatnya atas suatu laporan keuangan yang mengandung 

salah saji material. Auditor tidak bertanggung jawab atas risiko salah saji material 

yang ada dalam laporan keuangan tetapi auditor harus melakukan penilaian risiko 

(risk assessment) untuk menentukan risiko tersebut. Setelah menilai dan memahami 

risiko audit yang dihadapi maka auditor dapat meminimalisir kemungkinan 

terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan, sehingga tidak terjadi 

kesalahan dalam pemberian opini. Indikator untuk risiko audit terdiri dari 

pembagian tugas dan tanggung jawab, struktur organisasi, gaya kepemimpinan, 

pengawasan menyeluruh, penyampaian nilai-nilai dan komitmen entitas mengenai 

kompetensi, dan kebijakan & prosedur sumber daya manusia (SDM). Auditor yang 

memahami struktur organisasi entitas yang diaudit, mampu melihat bagaimana 

pembagian tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan tersebut. Auditor juga 

dapat mengetahui kebijakan dan prosedur SDM yang dijalankan oleh entitas, 
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bagaimana pemimpin perusahaan mengambil keputusan, dan apakah karyawan 

terlibat dalam pengawasan informasi sehingga nantinya auditor dapat menetapkan 

tingkat materialitas dengan tepat berdasarkan estimasi total kekeliruan yang ada 

dalam laporan keuangan secara segmen dan gabungan. Jadi, semakin paham 

seorang auditor atas risiko audit maka auditor dapat meminimalisir risiko yang 

ditemukan selama penugasan audit sehingga nantinya auditor dapat 

mempertimbangkan tingkat materialitas dengan tepat. Hal ini dapat dibuktikan 

dalam penelitian Prastiwi & Herawati (2017), yang menyatakan bahwa risiko audit 

berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun berbeda 

dengan penelitian Bernardi (1996), yang menyatakan bahwa risiko audit tidak 

berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Faktor keempat yang auditor butuhkan dalam hal mempertimbangkan 

tingkat materialitas adalah pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan mendeteksi 

kekeliruan. Kekeliruan dalam Utami (2017) berarti salah saji atau hilangnya jumlah 

atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Pengetahuan 

akuntan publik dapat diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari 

pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar, lokakarya, serta pengarahan dari 

auditor senior kepada auditor juniornya (Yanti, Savtiri, & Andreas, 2016). 

Pengetahuan mendeteksi kekeliruan berarti pengetahuan yang auditor miliki untuk 

menemukan kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Pengetahuan yang auditor 

miliki mampu membantunya dalam menemukan kekeliruan apa yang terjadi dan 

bagaimana kekeliruan tersebut dapat terjadi. Indikator untuk pengetahuan 

mendeteksi kekeliruan terdiri dari berkompeten dalam audit, kemampuan 
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mendeteksi kekeliruan, kemampuan berpikir lebih baik, pelatihan dan pendidikan, 

serta penyelesaian masalah. Ketika seorang auditor mendapatkan pendidikan dan 

pelatihan yang memadai, hal tersebut dapat menambah pengetahuan untuk 

mendeteksi berbagai macam kekeliruan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. 

Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga mampu membantu kemampuan auditor 

dalam berpikir menjadi lebih baik sehingga masalah-masalah yang ditemukan 

selama proses audit dapat terselesaikan, dan auditor juga mampu 

mempertimbangkan tingkat materialitas dengan tepat berdasarkan estimasi total 

kekeliruan yang ada dalam laporan keuangan secara segmen dan gabungan. Jadi, 

semakin banyak pengetahuan yang dimiliki auditor dalam mendeteksi kekeliruan 

maka tingkat materialitas yang ditetapkan akan semakin tepat. Hal ini dapat 

dibuktikan dalam penelitian Utami (2017) dan Madali (2016), yang menyatakan 

bahwa pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Namun berbeda dengan penelitian Yanti, Savitri, 

& Andreas (2016), yang menyatakan bahwa pengetahuan mendeteksi kekeliruan 

tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Faktor kelima yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas 

adalah independensi auditor. Independensi merupakan suatu cara pandang yang 

tidak memihak di dalam pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan 

laporan audit. Indikator untuk independensi terdiri dari independensi dalam 

program audit, independensi dalam verifikasi, independensi dalam pelaporan, dan 

bebas menggunakan argument. Auditor yang independen berarti auditor terbebas 

dari campur tangan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam proses 
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penyusunan program audit, sehingga pada saat pelaksanaan audit pun auditor tidak 

kesulitan dalam mencari dan mengumpulkan bukti audit. Selain itu, auditor yang 

independen harus bebas dalam menggunakan judgment terkait penilaian laporan 

keuangan secara objektif termasuk dalam melakukan pertimbangan tingkat 

materialitas dengan tepat berdasarkan estimasi total kekeliruan yang ada dalam 

laporan keuangan secara segmen dan gabungan. Jadi, semakin independen seorang 

auditor maka pertimbangan tingkat materialitas yang ditetapkan akan semakin 

tepat. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Utami (2017) dan Idawati & Eveline 

(2016), yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Namun berbeda dengan penelitian  

Herawaty & Mansur (2016), yang menyatakan bahwa independensi tidak 

berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Idawati & Gunawan (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

direplikasi yaitu: 

1. Penambahan variabel independen risiko audit yang mengacu pada 

penelitian Prastiwi & Herawati (2017), serta variabel independen 

pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan independensi auditor yang 

mengacu pada penelitian Utami (2017). 

2. Objek penelitian. Penelitian dilakukan di Kantor Akuntan Publik (KAP) 

wilayah Tangerang dan Jakarta, sedangkan penelitian sebelumnya 

dilakukan di DKI Jakarta. 
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3. Tahun penelitian yang berbeda. Penelitian ini dilakukan tahun 2019, 

sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan tahun 2016.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan, ditetapkan judul dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

“PENGARUH PROFESIONALISME, ETIKA PROFESI, RISIKO AUDIT, 

PENGETAHUAN MENDETEKSI KEKELIRUAN, DAN INDEPENDENSI 

AUDITOR TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS” 

 

1.2.  Batasan Masalah 

Ruang lingkup dari penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Objek penelitian adalah auditor yang bekerja di KAP wilayah Tangerang dan 

Jakarta. 

2. Variabel dependen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pertimbangan 

tingkat materialitas. 

3. Variabel independen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

profesionalisme, etika profesi, risiko audit, pengetahuan mendeteksi kekeliruan 

dan independensi auditor. 
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1.3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan, maka perumusan masalah 

yang akan diajukan pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah profesionalisme berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas? 

2. Apakah etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas? 

3. Apakah risiko audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas? 

4. Apakah pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas? 

5. Apakah independensi auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas? 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan dari rumusan masalah yang telah disampaikan, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti 

empiris mengenai: 

1. Pengaruh positif profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

2. Pengaruh positif etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

3. Pengaruh positif risiko audit terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

4. Pengaruh positif pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas. 
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5. Pengaruh positif independensi auditor terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Auditor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kerja auditor 

dengan memberikan informasi kepada auditor mengenai pengaruh 

profesionalisme, etika profesi, risiko audit, pengetahuan mendeteksi 

kekeliruan, dan independensi auditor dalam mempertimbangkan tingkat 

materialitas. 

2. Bagi Pengguna Laporan Keuangan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengguna laporan keuangan 

dalam memahami tingkat materialitas suatu laporan, sebab salah menentukan 

tingkat materialitas dapat berdampak pada kesalahan pengambilan keputusan. 

3. Bagi Penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan dasar dalam 

penelitian selanjutnya sehingga penelitian mendatang dapat mengarahkan 

kepada objek penelitian yang lebih luas untuk menghasilkan penelitian yang 

lebih baik. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh antara profesionalisme, etika profesi, risiko audit, pengetahuan 
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mendeteksi kekeliruan, dan independensi auditor terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan, secara garis besar, dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang penelitian, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TELAAH LITERATUR 

Dalam bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, hubungan 

antara variabel, kerangka pemikiran, hipotesis dan model penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi variabel penelitian beserta definisinya, 

penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

menganalisa data yang diperoleh dan yang telah diuji. Alat uji yang 

digunakan adalah uji kualitas data, yang termasuk di dalamnya uji 

validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, termasuk uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, serta uji hipotesis yang 

dilakukan adalah regresi linear berganda, dengan menggunakan uji 



17 
 

signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji signifikansi parameter 

individual (uji statistik t). 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasari oleh 

hasil penelitian. 


